PENJELASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

1. PENDAHULUAN

Bahwa dalam  pelaksanaan Pemilihan, Pengangakatan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen berjalan dengan
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu adanya perubahan
regulasi. Perubahan regulasi tersebut untuk menyesuaikan dengan regulasi
yang baru yakni : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Disamping hal tersebut diatas, menindaklanjuti surat dari Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :141/1115/BPD tanggal 8 Maret
2021 perihal Penerapan Pemilihan Kepala Desa Serentak melalui
E-Voting, disebutkan bahwa ;

a. Dasar pengembangan system E-Voting adalah Putusan Makamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 147 /PUU-VII/2009 yang menyatakan
bahwa “pelaksanaan pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan
calon dalam surat suara” sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga kata
“mencoblos” diartikan pula menggunakan metode E-Voting dengan syarat
kumulatif yaitu tidak melanggar asas langsung, umum, bebas,rahasia,
jujur dan adil serta Daerah yang menerapkan metode E-Voting sudah siap
dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat
lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta
persyaratan lain yang diperlukan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
dalam Pasal 4, menyebutkan salah satu bentuk inovasi daerah adalah
inovasi daerah lainnya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah. Selanjutnya pada Pasal 6 guruf a dan b menyebutkan
bahwa kriteria inovasi daerah adalah mengandung pembaharuan seluruh
atau sebagaian unsur dari inovasi serta memberi manfaat bagi daerah
dan/atau masyarakat, dalam hal ini E-Voting merupakan salah satu
bentuk inovasi daerah yang menjadi kewenangan daerah pada saat
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.

c. Pelaksanaan E-Voting dapat dimaknai sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang
berbunyi “pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 32
ayat(2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang



berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan
masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, maka metode E-Voting merupakan salah satu
bentuk kebiasaan masyarakat saat ini.

Sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut diatas, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentantang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diperlukan
perubahan sesuai regulasi diatasnya dan perkembangan teknologi dan
kebiasaan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah
untuk menyesuaikan regulasi yang mengatur tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta dapat terlaksananya
mekanisme Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian yang lebih
kredible, meminimalisir permasalahan yang timbul dan menyesuaikan
perkembangan ilmu dan teknologi .

3. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

4. MATERI PERUBAHAN
Materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Semula berbunvi ;

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin

oleh Camat.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
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Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa
dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD
untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia
yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan
permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri
sebagai calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak
dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
Pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah
daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan
dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih
baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan
belum terdaftar dalam DPS.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih
dalam Pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon
Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka
mendapatkan dukungan.




25.

Pelaksana kampanye adalah Calon Kepala Desa dan/atau orang
dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan
kampanye.

Menjadi :

N =

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa
dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD
untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya

disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan
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Kepala Desa Antar Waktu.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia
yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan
permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri
sebagai calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak
dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
Pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah
daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan
dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih
baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan
belum terdaftar dalam DPS.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih
dalam Pemilihan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon
Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka
mendapatkan dukungan.

Pelaksana kampanye adalah Calon Kepala Desa dan/atau orang
dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan
kampanye.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
Hari adalah hari kerja.

Sistem electronik voting (e-voting) adalah sebuah sistem yang
memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi
digital untuk membuat surat suara, memberikan suara,
menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara,
menayangkan perolehan suara,memelihara dan menghasilkan
perhitungan suara.




2. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 31

berbunyi sebagai berikut :
Semula berbunyi ;

Pasal 31

Setiap orang dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang dan/
atau materi lainya untuk mempengaruhi pemilih.

Menjadi ;
Pasal 31

(1) Setiap orang dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang
dan/ atau materi lainya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak
ditetapkannya Calon Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Semula berbunyi ;

Pasal 43

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) pada desa dengan TPS
lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih
terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa
dengan TPS hanya 1 (satu) dan tidak berada di Wilayah yang
sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.

(4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa
dengan TPS hanya 1 (satu) dan berada di Wilayah yang sama,
maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan
persebaran jumlah pemilih terbanyak.

Menjadi ;
Pasal 43

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih
luas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah
yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.




4. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
44A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

(1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dapat
dilaksanakan melalui e-voting.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-voting diatur
dengan Peraturan Bupati.

5. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal
S50A dan 50B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan
tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat
dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur
dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah
Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50B

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala
Desa.

(2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon
terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan
pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan,
calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada
kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik
menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai



(5)

(6)

(7)

Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah
Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan ayat (6) yang tidak hadir pada saat pelantikan
diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat
dibenarkan.

Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu
melalui musyawarah Desa.

Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi
sebagai berikut :
Semula berbunvi;

(1)

(2)

Pasal 58

Kepala Desa berhenti karena ;

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena ;

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara turut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa
baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau

Menjadi ;

Pasal 58

(1) Kepala Desa berhenti karena ;

(2)

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena ;

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara turut-turut selama 6 (enam) bulan
karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun
mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak
diketahui keberadaannya,;




. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

.adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa
baru, atau penghapusan Desa;

. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau

. dinayatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana

penjara paling singkat S (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Semula berbunyi ;

(1)

(2)

Pasal 58

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui
Musyawarah Desa Khusus.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan
paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus,

dilakukan kegiatan yang meliputi ;

1. pembentukan  panitia  pemilihan Kepala Desa
Anatarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu
15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa
diberhentian;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh
Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling
lambat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pemilihan;

3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat
Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia
pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa
oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari;

5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal
calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari; dan

6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panita
Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling
banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan
pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan
sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah
Desa.




b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus yang
meliputi kegiatan ;

1. penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus dipimpin
oleh Pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan
pemilihaannya dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala
Desa antar waktu,;

2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh
Musyawarah Desa Khusus melalui musyawatah
mufakat atau melaui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat
atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati
oleh Musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;

S. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa
Khusus;

6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui
Musyawarah Desa Khusus kepada BPD dalam jangka
waktu 7(tujuh) hari setalah Musyawarah Desa Khusus
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah
Desa oleh Pimpinan BPD kepada Bupati paling lambat 7
(tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia
Pemilihan;

8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat
30 (tiga pulu) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
dan

9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
dengan wurutan acara pelantikan sesuai dengan
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Menjadi ;
Pasal 68

(1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui
Musyawarah Desa Khusus.

(2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan
paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus,

dilakukan kegiatan yang meliputi ;
1. pembentukan  panitia pemilihan Kepala Desa
Anatarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu
15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa



diberhentian;

pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh
Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling
lambat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak
diajukan oleh panitia pemilihan;

pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat
Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia
pemilihan;

pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa
oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari;

penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal
calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari; dan

penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panita
Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling
banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan
pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan
sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah
Desa.

b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus yang
meliputi kegiatan ;

1.

penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus dipimpin
oleh Pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan
pemilihaannya dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala
Desa antar waktu;

pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh
Musyawarah Desa Khusus melalui musyawatah
mufakat atau melaui pemungutan suara;

pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat
atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati
oleh Musyawarah Desa;

pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa
Khusus;

pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui
Musyawarah Desa Khusus kepada BPD dalam jangka
waktu 7(tujuh) hari setalah Musyawarah Desa Khusus
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.

pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah
Desa oleh Pimpinan BPD kepada Bupati paling lambat 7
(tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia
Pemilihan;

penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat
30 (tiga pulu) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
dan




(3)

(4)

(S)

9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan tentang
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan
ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
Peserta musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b nomor 3, melibatkan unsur masyarakat yang
berasal dari ;
tokoh adat;
tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;
perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.
jumlah peserta musyawarah desa khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah
Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai
hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.
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